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INTISARI 

Pasal 19 ayat ( 1) UUP A menyatakan bahwa mtuk menjamin kepastian hukum 
oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 
menmut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peratunm pemerintah. 

Pensertipikatan tanah atau peodaftarao tanah merupakan togas pemerintah dalam 
hal ini Badan Pertanahan Nasional bertujuan mtuk menjamin kepastian hukum hak atas 

tanah. Pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan yang ada di 
seluruh wilayah Republik Indonesia sebelmn tanggal 8 Oktober 1997 didasarkan 
pada PP 10/1961 tentang Peodaftaran Tanah dan setelah tanggal 8 Oktober 1997 

didasarkan pada PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai penyempumaan 
dari pp 10/1961. 

Hasil atau jumlah bidang tanah yang disertipikatkan I didaftarkan oleh Kantor 
Pertanahan di setiap Kabupateo!Kota diseluruh Indonesia bervariasi/tidak sama dalam 
setiap bulannyaltahunnya, baik didasarkan pada PP 10/1961 maupm pada 
PP 24/1997. Hal ini terganhmg pada kondisi dan potensi atau pennasalahan/kendala 
yang ada pada daerah masing-masing. 

Oleh karena itu dalam skripsi perumusan masalahoya adalah : Bagaimanakah 
profil basil pensertipikatan tanah di Kota Gorontalo sebelmn dan setelah 
berlakunya PP 24/1997, dan apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 
pensertipikatan tanah sebelmn dan setelah berlakunya PP 24/1997 di Kota Gorootalo. 

Metode yang di guoakan dalam penulisan skripsi adalah metode analisa 
data sekmder untuk menjawab permasalahan pertama dan metode survei dengan 
tujuan deskriptip untuk meojawab permasalahan kedua 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di Kota Gorontalo di hasilkan 
rata-rata 2221 sertipikat pertahuo. Dan Hasil pensertipikatan tanah setelah 
PP 24/1997 meogalami penunman sebanyak 1875 sertipikat atau 24,66 %, yang 
disebabkan oleh sosialisasi PP 24/1997 di Kota Gorontalo masih kurang dan Proyek 
Pendaftaran hak tahunan yang didasarkan pada PP 10/1961 tidak diadakan lagi 
serta Proyek Administrasi Pertanahan yang diatur oleh PP 24/1997 belmn 
dilaksanakan di Kota Gorontalo. Adapm keodala-kendala yang dihadapi sebehun dan 

Setelah PP 24/1997 di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo adalah kurangnyajumlah dan 
tiogkat pendidikan pegawai, kurangnya jumlah dan jenis peralatan teknis, keadaan 
kantor yang kurang memadai dan status tanah antara tanah negara dan tanah milik adat 

yang tidak jelas serta kurangnya kemauan dan kemampuan pemilik tanah mtuk 
mensertipikatkan tanahnya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Pennasalahan 

Tanah sebagai sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan Y aug 

Maha Esa kepada bangsa Indonesia mempunyai peranan pentiog bagi 

pemenuhan berbagai keperluan hidup masyarakat Indonesi, baik sebagai 

smnber daya produksi mauptm sebagai tempat permukiman dan pentmjang 

pelaksanaan pembaogunan. 

Meogingat pentiognya peranan tanah bagi kehidupan dan peoghidupan 

masyarakat Indonesi, maka Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa 

untuk menJamm kepastian hukwn oleh pemerintah diadakan pendaftaran 

tanah di selmuh Wilayah Indonesia meii1.U1Jt ketentuan-ketentuan yang diatur 

deogan peraturan pemerintah. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan bahwa 

pendaftaran tanah tersebut meliputi : 

a) Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah; 
b) Pendaftaran h&k atas tanah dan peralihan hak tenebut; 
c) Pemberian surat tanda bukti hak, Yall2 berlaku sebaeai alat 

pembuktian yang kuat. 

- -� 
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Sebagai tindak lanjut dari pasal 19 UUPA tersebut pada tanggal 23 

Maret 1961 Pemerintah mengeluarkan Peratm"an Pemerintah Nomor 10 

talnm 1961 (PP10/1961). 

Sebagaimana kita ketalmi bahwa produk akhir dari pendaftaran 

tanah adalah Sertipikat yang berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dibidang 

lrukmn yang memberikan kepastian hukum dan perlinduogan hokum kepada 

pemegang hak agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hale yang bersangkutan. 

Pendaftman tanah yang didasarlcan pada PP 10/1961 ini, selama lebih 

dari 35 tahtm belmn cukup memberi basil yang memuaskao. Dari sekitar 55 

juta bidang tanah hak yang memenuhi syarat 1Dltuk didaftar, baru 

lebih kurang 16,3 juta bidang tanah hak yang sudah didaftar melalui 

pewaris� pemisahan dan pemberian hak baru, jumlah bidang tanah yang 

memenuhi syarat 1Ultuk didaftar selama pembangunan jangka Panjang ll. 

(PJP m diperkirakan akan meningkat menjadi 75 juta Hal-hal yang merupakan 

kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, disamping kekurangan 

anggaran, alat dan tenaga adalah keadaan obyektif tanah-tanalmya sendiri. 

Selain jmnlalmya besar dan tersebar di wilayah yang luas, sebagian besar 

penguasaannya tidak diduktmg oleh alat pembuktian yang;ltnudah diperoleh dan 
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pelaksanaannya dirasakan belmn cukup memberikan kemungkinan 1D1tuk 

terlaksananya pendaflaran dalam bentuk yang singkat dengan basil yang 

lebih memuaskan (Boedi Harsono, 1999 : 456). 

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan duktmgan yang lebih baik 

pada pembangunan Nasional dengan memberikan kepastian hukmn di 

bidang pertaoahan, maka pada tanggal 8 Juli 1997 diundangkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP 24/1997) sebagai penyempumaan 

dari ketentuan yang mengatur tentang Pendaflaran Tanah yang ada sebelumnya 

termasuk PP 10/1961, dalam penjelasan mnmn PP 24/1997 tersebut 

dinyatakan bahwa peraturan yang baru mengenai pendaftaran tanah ini 

tetap melaksanakan pokok-pokok yang digariskan oleh Undang-undaog pokok 

Agraria, memuat penyempumaan dan penegasan yang diharapkan akan mampu 

untuk menjadi landasan hukmn dan operasional bagi pelaksanaan Pendaftm an 

Tanah yang lebih cepat. 

Sesuai dengan pasal 66 PP 24/1997, maka Sejak tanggal 8 oktober 1997 

Pendaftaran/pensertipikatan tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertaoahan 

Nasional atau Kantor Pertanahan yang ada diseluruh Indonesia didasarkan 

pada PP 24/1997 dengan PMNAIKBPN 3/1997 sebagai peraturan pelaksanaannya 

Dalam makalah Bapak Deputi Bidang Peugukunm dan Pendaflaran Tanah 
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pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan tanggal 26 pebruari 2000 

disebutkan bahwa sampai saat ini Badan Pertanahan Nasional sudah 

mendaftarkan sekitar 22 juta bidang tanah dari perkiraan 55 juta bidang tanah. 

Hal ini berarti setelah di berlakukaonya PP 24/1997 ( kuraog dari 3 tahun 

sampai sekarang ini) telah didaftar lebih kunmg 5,7 juta bidang tanah. 

Deogan demikian dari apa yang telah disebutkan diatas, dapat 

dikatakan bahwa jlDJllah pendaftaran/pensertipikatan tanah setelah PP 24/1997 

secara ummn di Indonesia mengalami peningkatan. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa jmnlah bidang tanah yang didaftarkan 

oleh setiap Kantor Pertanahan yang ada di selmuh Indonesia bervariasiltidak 

sama, sehingga jmnlah bidang tanah yang didaftar/disertipikatkan 

perbulanlpertahunnya berbeda-beda Untuk itu tidak menutup kemungkinan 

adanya Kantor Pertanahan yang tidak mem.mjukkan perbedaan jmnlah bidang 

tanah yang didaftar sebelum dan setelah berlakunya PP 24/1997. 

Kantor Pertanahan Kota Gorontalo sampai saat ini ikut memberikan 

sumbangan bagi kemajuan dan keberbasilan Badan Pertanahan Nasional. 

Salah satu hasil kegiatan pensertipikatan tanalmya telah diterbitkan 

sebanyak 21.896 sertipikat (data laporan tahunan 1999/2000 ). 
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Oleh karena itu, berdasarkan uraJ.an tersebut diatas penulis tertarik 

tmtuk mengadakan penelitian dengan judul: 

" STUDI TENTANG PENSERTIPIKATAN TANAH SEBELUM DAN 

SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 

TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO 

PROVINSI SULAWESI UTARA". 

B. Penunusan Masalah. 

Dari apa yang telah diw-aikan pada Jatar belakaog pennasalahan 

diatas terlihat bahwa secara 1.UilUIIl jumlah bidang tanah yang di 

daftar/disertipikatkan sebelwn dan setelah berlaktmya PP 24/1997 terdapat 

perbedaan yang mentmjukkan adanya peningkatan jumlah bidang tanah yang 

didaftar/disertipikatkan setelah berlakunya PP 24/1997. 

Setiap Kantor Pertanahan di Indonesia mempunyai tingkat produktivitas 

basil pensertipikatan tanah yang bervariasi, mulai dari yang paling rendah 

sampai yang paling tinggi, tergantung kondisi dan potensi yang ada di 

daerah masing-masing. 

Oleh karena itu tmtuk mengetahui secara khusus mengenai jumlah 

pensertipikatan tanah sebelwn dan setelah berlaktmya PP 24/1997 di Kantor 
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1. Bagaimanakah profit basil pensertipikatan tanah di Kota Gorontalo 

sebelwn dan setelah berlalamya PP 24/1997?. 

2. Apa kendala - kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pensertipikatan 

tanah sebelwn dan setelah berlakunya PP 24/1997 di Kota Gorontalo ? 

C. Batasan Masalah 

Mengiugat keterbatasan kemampuan penulis dari segi waktu, biaya, 

dan tenaga serta pengetahuan, maka penulis merasa perlu membatasi 

lingkup penelitian pada data basil pensertipikatan tanah 3 tahun sebelwn 

berlakunya PP 24/1997 dan setelah berlakunya PP 24/1997 sampai dengan bulan 

Agustus 2000. Adapunjenis sertipikat yang dihitung sesuai dengan macam bak atas 

tanah berdasar UUP A meliputi : Hak milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak 

Pengelolaan. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

1. Untuk memperoleb gambaran tentang profil basil pensertipikatan tanah 

sebelwn dan setelah berlakunya PP 24/1997 di Kantor Pertanahan 

Kota Gorontalo. 
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2. Untuk meogetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pensertipikatan tanah sebelum dan setelah berlalamya PP 24/1997 

2. Kegunaan Penelitian 

1. Diharapkan akan bergtma sebagai bahan masukan dan sumbangan 

pemikiran pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dalam merumuskan 

kebijakan dalam hal pensertipikatan tanah. 

2. Untuk membiasakan penulis agar dapat menyustm secara sistimatis, 

menganalisa data dan menghimpWl dalam suatu tulisan dengan 

menghubungkan teori yang diterima dengan keadaan yang ada 



A. Kesimpulan 

BABVI 

PENUTUP 

52 

Dari keseluruhan yang penulis kernukakan pada Bah-bah sebelurnnya 

dapat ditarik kesirnpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pensertipikatan tanah di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo 

rnenghasilkan sertipikat rata-rata 2221 sertipikat pertahun atau dalarn setiap 

bulannya rata-rata rnenghasilkan sebanyak 185 sertipikat. 

Hasil Pensertipikatan tanah dilaksanakan sebelurn PP 24/1997 adalah 

sebanyak 7602 sertipikat dan basil pensertipikatan tanah yang dilaksanakan 

setelah PP 24/1997 adalah sebanyak 5727 sertipikat, maka teijadi peuurunan 

sebanyak 1875 sertipikat atau i4,66%. Penurunan basil sertipikat tersebut 

rneliputi Hak Milik 1304 sertipiikat, Hak Gwla Bangunan 511 sertipikat, Hak 

Pakai 59 Sertipikat, Hak Pengelolaan 1 sertipikat. Hal ini disebahkan karena 

sosialisasi dari PP 24/1997 masih kurang, baik di lingktmgan Pegawai 

Kantor Pertanahan Kota Gorontalo maupun di lingkungan masyarakat kota 

Gorontalo, dan disebabkan karena proyek Pendaftaran hak yang didasarkan 

pada PP 10/1961 yang harnpir setiap tahun dilaksanakan di Kota Gorontalo 
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Administrasi Pertanahan (PAP) yang diatur oleh PP 2411991 belwn pemah 

dilaksanakan di Kota Gorontalo. 

2. Dalam pelaksanaan Pensertipikatan tanah sebelwn dan setelah PP 2411991 

di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dijwnpai kendala/pennasalahan 

yang mempengaruhi basil pensertipikatan tanah. Kendala-kendala yang 

dialami oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo adalah kurangnya jwnlah 

dan tingkat pendidikan pegawai, kurangnya jwnlah dan jenis peralatan teknis, 

keadaan Kantor yang kurang memadai dan status tanah antara tanah negara dan 

tanah milik adat yang tidak jelas karena berdasarkan Surat Kepala Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tanggal 28 

Maret 1989 Nomor 356/ill/KWBPN/89 yang menyebutkan bahwa proses 

pensertipikatan tanah - tanah di Gorontalo harus melalui pemberian hak 

( Status Tanah Negara ), padahal pada kenyataannya pemilikan tanah secara 

adat ( tanah milik adat ) masih ada dan diakui keberadaannya, serta 

kurangnya kemauan dan kemampuan pemilik tanah dalam mensertipikatkan 

tanahnya 

B. Saran 

1. Meningkatkan kualitas pegawai sehingga nantinya mampu menjawab dan 
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yang akan datang. Peningkatan kualitas pegawai tersebut melalui pendidikan 

dan pelatihan yang dilaksanakan di linglamgan Kantor Badan Pertanahan 

Nasional 

2. Volume pekeijaan perlu disesuaikan dengan kesiapan dan kemampuan pegawai 

terutama petugas ukur, serta sarana dan prasarana berupa peralatan yang 

menggWiakan teknologi canggih. 

3. Perlu dikembangkan komputerisasi dalam proses pensertipikatan tanah, agar 

sistem informasi pertanahan di lingkwigan Badan Pertanahan Nasional semakin 

baik. 

4. Perlu adanya peningkatan kegiatan penyuluhan dalam rangka sosialisasi 

PP 24/1997 di Kota Gorontalo, baik di lingkungan pegawai Kantor Pertanahan 

maupun di lingkungan masyarakart. 

5. Ditinjau dari aspek percepat.an pendaft.aran tanah di Kota Gorontalo, 

keberadaan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Sulawesi Utara tanggal 28 Maret 1989 Nomor 

356/IIIJKWBPN/89 perlu ditinjau kembali. 
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